
 

 

43

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan Efektivitas Undang-Undang No. 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi

kejahatan perdagangan anak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang belum dapat diimplementasikan secara efektif, walaupun isi

pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengatur secara tegas. Dalam hal ini

pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan ketegasan dalam

mengatasi praktek perdagangan anak tersebut. Selain itu, masih banyak faktor-

faktor yang terkait dalam mendukung terjadinya praktek perdagangan orang,

salah satu faktor utama adalah kemiskinan. Di Indonesia tingkat kemiskinan

tersebut masih tinggi, sehingga sangat sulit dalam memberantas kejahatan

perdagangan anak. Sebaik apa pun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila masih ada

faktor-faktor yang mendukung terlebih pada faktor kemiskinan maka kejahatan

perdagangan anak pun sangat susah untuk di berantas.
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B. Saran

1. Memerangi kemiskinan yang telah melanda masyarakat Indonesia.

2. Perlunya peningkatan pendidikan bagi anak, agar anak memiliki wawasan

yang luas.

3. Perlunya kesadaran diri bagi setiap orang akan bahayanya kejahatan

perdagangan anak.

4. Peranan orang tua dalam membangun sikap dan pola pikir anak agar anak

tidak terjerumus dalam praktek perdagangan anak.

5. Pemerintah beserta aparat wajib bersikap tegas terhadap para pelaku tindak

pidana perdagangan anak, serta menerapkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara

tegas pula.

6. Perlunya kerjasama Pemerintah beserta aparat penegak hukum dengan

masyarakat dalam pemberian informasi dan pengawasan yang berkaitan

dengan masalah perdagangan anak tersebut.
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